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Abstrak
 

Setiap Undang-Undang yang menyangkut kepentingan publik haruslah mendapatkan persetujuan dari

lembaga legislatif, dalam hal ini DPR, karena DPR memiliki tugas penting dalam mengemban aspirasi

masyarakat. DPR memiliki tugas dan wewenang untuk membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan

Presiden. Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu

negara, dan menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya, serta menjadi tolok ukur tingkat

perekonomian negara itu sendiri. Namun hingga saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang

mengatur perdagangan. Produk hukum yang setara dengan Undang-Undang yang ada masih mengacu pada

hukum kolonial belanda. Saat ini DPR-RI bersama Pemerintah sedang menyusun Undang-Undang yang

mengatur perdagangan agar dapat menguatkan sektor perdagangan Indonesia dan memberikan perlindungan

hukum terhadap pelaku usaha perdagangan, namun dalam penyusunan RUU ini terdapat banyak

permasalahan dan hambatan yang membuat perumusan Undang Undang menjadi tidak mudah.

......

Every Law or regulation which related to public interest must have been approved by the legislative, in this

case is DPR-RI (the house of Representatives), it’s because DPR-RI has important duties to represented

aspirations of the Indonesian people. The DPR-RI has three main functions, legislative, budgeting and

controlling. For the legislative function It draws up and passes laws of own as well discussing and approving

government regulations in lieu of law. Trade is the one most important things in economy activity of a

country, it's becomes an indicator of a country's standard of living. But from the proclamation till now,

2013, Indonesia haven't had a law or regulation which regulate trade activities. Indonesia still using a trade

regulation from Dutch colonial period. Recently, DPR and the government formulating a trade of law to

increase and strengthen domestic trade and protecting the local trader. But in this policy formulation

process, DPR-RI met some problems and obstacles, and it’s not a simple process to have a law that can

regulate the trade sectors in Indonesia.
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